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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari
abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di
sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf
Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan
Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini
sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan
transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
i Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
3 Ba B Be
- Ta T Te
& Sa $ es (dengan titik
di atas)
z Jim J Je
c Ha h ha (dengan titik
di bawah)
¢ Kha Kh ka dan ha




5 Dal d De
3 Zal 7 Zet (dengan titik
di atas)
Ra r er
Zai z zet
" Sin S es
o Syin sy es dan ye
e Sad S es (dengan titik
di bawah)
o= Dad d de (dengan titik
di bawah)
1 Ta t te (dengan titik di
bawah)
L Za v zet (dengan titik
di bawah)
¢ "ain koma terbalik (di
atas)
¢ Gain g ge
- Fa f ef
E Qaf q ki
d Kaf k ka
J Lam I el
¢ Mim m em
o Nun n en
Wau w we
2 Ha h ha
s Hamzah ‘ apostrof

Vi




Ya

y

ye

B. Vokal

Tabel 0.1. Tabel Transliterasi Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau

diftong.

1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa
tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
: Fathah a a
— Kasrah i i
2 Dammah y u

Tabel 0.2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa
gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin
e Fathah dan ai adanu
= i
B Fathah dan au adanu
wau
Tabel 0.3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
Contoh:
- &5 Kataba
- 2% faala
- Jia.g.{f::- suila
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- Q&S kaifa
- JR% haula
C. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda
sebagai berikut:

Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin
...V | Fathah dan alif a a dan garis di
atau ya atas
AT Kasrah dan ya i i dan garis di
atas
) Dammah dan u u dan garis di
wau atas
Tabel 0.4. Tabel Transliterasi Maddah
Contoh:
- JEE gala
- w:)'if? rama
gl

- djse yaqilu
D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat
fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah
“t”
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat
sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta
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bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu
ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:
- JiYT a3 raudah al-aalraudahiud aal
_ 3zl Al al-madinahal-munawwarah/al-
madinatul munawwarah
o aalls talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda, adapun tanda syaddah
atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf
yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:

- J3¥nazzala

- A al-birr
F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, yaitu J), namun dalam transliterasi ini kata
sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf
“1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata
sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan tanpa sempang.



Contoh:

- AN ar-rajulu

- (485\ al-galamu

- sl asy-syamsu

NS EN| al-jalalu
G.Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu
hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir
kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh: \

- MGG ta’khuzu

- it syai’un

- 5‘«3-“\ an-nau’u

- O inna
H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain
karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan
kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.
Contoh:

GBS A R8G5 Wa imnallaha lahuwa
khair ar-razigin/Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
- ‘A\.m}fo} }:Ifj::- la) J&fo/ ﬂ\ﬂ\/ f““:‘, Bismillahi

majreha Wa mursaha



I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak
dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.
Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam
EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf
awal kata sandangnya.
Contoh:

- Gl Gy e N Alhamdu Zillahi rabbi

al-"alamin/Alhamdu lillahi rabbil “alamin

BEPNEN ,)j\ e Ar-rahmanir rahim/Ar-
rahman ar-rahim
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku
bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan
kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada
huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.

Contoh:
- ﬁgﬁg}i? Jﬁé & alls Allaahu gafiirun rahim
b 5l b o Lillahial-amru jami an/Lillahil-
amru jami an
J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan,
pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan llmu Tajwid. Karena itu peresmian
pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
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MOTTO
Sekalipun kejujuranmu dapat mempertaruhkan segalanya

yang kamu punya, beranilah. Sesuatu yang benar milikmu
akan ada untukmu dan tetap menjadi milikmu, tegakkan

integritas dirimu.

(Anisa Wulansari, 2026)
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ABSTRACT

Anisa Wulansari, NIM 10222086.
IMPLEMENTATION OF FINANCIAL SERVICES
AUTHORITY REGULATION NUMBER 17 OF 2024
CONCERNING BULLION BUSINESS ACTIVITIES AT
PT. BANK SYARIAH INDONESIA. Sharia Economic Law
Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid
State Islamic University of Pekalongan, 1447/2026 M.

This study aims to analyze the effectiveness of the
implementation of Financial Services Authority Regulation
Number 17 of 2024 concerning Bullion Business Activities at
PT. Bank Syariah Indonesia and the supporting and inhibiting
factors in the implementation of Bullion Business Activities at
PT. Bank Syariah Indonesia. The research method used is
qualitative with a legislative and conceptual approach through
interviews and literature review. The results of the study
indicate that the implementation of Financial Services
Authority Regulation Number 17 of 2024 concerning Bullion
Business Activities at PT. Bank Syariah Indonesia has been
effective but not optimal due to the absence of gold deposit
guarantees from the Deposit Insurance Corporation, the
absence of the role of lender of last resort from Bank
Indonesia, and the absence of the National Gold Council. The
implementation of bullion business activities at PT. Bank
Syariah Indonesia is supported by tax incentives, the
application of sharia principles, and good governance.
However, uneven infrastructure and the transition period of
public understanding remain major challenges in its
implementation. This study provides recommendations for
regulators to synchronize regulations between related
institutions in optimizing bullion business activities, and for
financial institutions to continue to improve innovation and
public education regarding bullion bank services.

Keywords: Bullion Business Activities, Legal Effectiveness,
Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2024
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ABSTRAK

Anisa Wulansari, NIM 10222086. IMPLEMENTASI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
17 TAHUN 2024 TENTANG KEGIATAN USAHA
BULION DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA. Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
1447/2026 M.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas
pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17
Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion di PT. Bank
Syariah Indonesia serta faktor pendukung dan penghambat
pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah
Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual melalui wawancara serta dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang
Kegiatan Usaha Bulion di PT. Bank Syariah Indonesia telah
efektif namun belum maksimal karena belum hadirnya
penjaminan simpanan emas terhadap valuasi nilai aset emas
dari Lembaga Penjamin Simpanan, belum adanya peran lender
of the last resort dari Bank Indonesia, dan belum terbentuknya
Dewan Emas Nasional. Pelaksanaan kegiatan usaha bulion di
PT. Bank Syariah Indonesia didukung oleh adanya insentif
pajak, penerapan prinsip syariah, dan tata kelola yang baik.
Namun, ketidakmerataan infrastruktur serta masa transisi
pemahaman masyarakat masih menjadi tantangan utama
dalam implementasinya.  Penelitian ini  memberikan
rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk melakukan
sinkronisasi  regulasi antar lembaga terkait dalam
mengoptimalkan kegiatan usaha bulion, serta bagi lembaga
keuangan untuk terus meningkatkan inovasi dan edukasi
masyarakat tentang layanan bank bulion.

Kata Kunci: Kegiatan Usaha Bulion, Efektivitas Hukum,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan
kebijakan pengembangan dan penguatan sektor keuangan
sejak tahun 2023 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan. Kehadiran regulasi ini bertujuan untuk
mengoptimalkan pengelolaan sektor jasa keuangan yang
lebih terintegrasi, untuk mendukung asta cita dalam
mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh menuju
kemajuan sistem keuangan di Indonesia. Inovasi teknologi
sektor keuangan melalui digitalisasi layanan perbankan
telah mempermudah akses masyarakat terhadap informasi
dan layanan jasa keuangan. Aplikasi BYOND By BSI salah
satu aplikasi digital dari PT. Bank Syariah Indonesia, ini
merupakan langkah strategis dalam akselerasi digitalisasi
perbankan yang mampu meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas institusi. Upaya ini berimplikasi langsung
pada penguatan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah
pengguna layanan.

Salah satu aspek prioritas dalam amanat peraturan
perundang-undangan ini berfokus pada pengembangan
ekosistem emas sebagai layanan lembaga jasa keuangan.
Bertujuan untuk menyediakan alternatif instrumen investasi
bagi masyarakat. Emas memiliki peran strategis dalam
memitigasi risiko inflasi baik skala domestik maupun
internasional. Serta berfungsi sebagai instrumen lindung
nilai dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Indonesia memiliki potensi emas yang sangat signifikan
dalam skala global. Berdasarkan data United States
Geological Survey tahun 2024, Indonesia menempati posisi
sebagai produsen emas terbesar kesepuluh di dunia dengan



volume produksi tahunan berkisar antara 100 hingga 110
metrik ton. Selain itu, Indonesia memiliki cadangan emas
terbesar keenam di dunia yang diperkirakan mencapai
kurang lebih 3.600 ton. Terlepas dari potensi emas yang
melimpah, tingkat kepemilikan emas per kapita penduduk
Indonesia masih di bawah persentase yang diharapkan. Saat
ini, konsumsi emas per kapita di Indonesia baru mencapai
0,16 gram/kapita, angka yang jauh Ilebih rendah
dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN
seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Kondisi ini diperparah oleh kelangkaan pasokan logam
mulia dan perhiasan untuk memenuhi permintaan
manufaktur, sehingga ketergantungan impor emas masih
tinggi. Tantangan utama terletak pada infrastruktur
hilirisasi, khususnya kapasitas pemurnian yang belum
memadai, serta ekosistem industri emas nasional yang
belum terintegrasi secara optimal. Rendahnya kepercayaan
publik terhadap institusi jasa keuangan dalam layanan bank
bulion menjadi tantangan strategis bagi pemerintah dan
pemangku kepentingan untuk melakukan monetisasi.
Berimplikasi pada terhambatnya kelancaran rantai pasok
emas yang berfungsi sebagai instrumen penunjang
perekonomian nasional. Peredaran emas yang tidak
memenuhi Badan Standarisasi Nasional dan London
Bullion Market Association telah memicu maraknya praktik
pemalsuan emas di tengah masyarakat. Selain itu,
rendahnya tingkat inklusi keuangan terkait potensi investasi
emas di lembaga jasa keuangan berdampak terhadap kurang
optimalnya kontribusi pasar emas sebagai produk domestik
bruto Indonesia.t

1 Laman website resmi LPPI, https:/Ippi.or.id/berita/read/lppi-virtual-
seminar102-bullion-bank-bank-atau-lembaga-gadai-emas, diakses 10
Februari 2026.
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Pemerintah berupaya mendorong terciptanya hilirisasi
dalam ekosistem emas untuk memberikan kontribusi
optimal dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kebijakan strategis
nasional pengaturan kegiatan usaha bulion, sebagaimana
diamanatkan dalam Bab XI Pasal 130 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan, yang menyatakan bahwa
“kegiatan usaha bulion merupakan kegiatan usaha yang
berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan emas,
perdagangan emas, penitipan emas, pembiayaan emas,
dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa
keuangan.”? Menindaklanjuti amanat perundang-undangan,
Otoritas Jasa Keuangan memperkuat strategi nasional
melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion,
yang berfungsi sebagai kerangka regulasi serta panduan
teknis operasional bank bulion bagi lembaga jasa keuangan.
Melalui ketetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion,
olenh Otoritas Jasa Keuangan memberikan legitiminasi
kewenangan bagi lembaga jasa keuangan untuk
menyelenggarakan aktivitas bank bulion sesuai dengan
regulasi dan terstruktur. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion,
memberikan mandat kepada lembaga jasa keuangan untuk
mengelola seluruh layanan bank bulion sebagai aset
keuangan secara terintegrasi, mulai dari kegiatan simpanan
emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan pembiayaan

2 Laman website resmi Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-
2023, diakses 10 Februari 2026.
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emas. Selaras dengan Bab XI Pasal 132 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan
Penguatan  Sektor Keuangan, menjelaskan bahwa
“ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha
bulion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang
Kegiatan Usaha Bulion, yang paling sedikit memuat: a.
pentahapan pelaksanaan kegiatan usaha bulion,
b. tata kelola, c. manajemen risiko, d. prinsip kehati-hatian,
dan e. sanksi administratif.”’® Sinergitas tersebut akan
berpengaruh dalam perluasan segmentasi pasar di sektor
emas dan penguatan indikator pertumbuhan ekonomi
nasional.

Selanjutnya Bab X1 Pasal 131 Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan, mengatur bahwa “Lembaga jasa
keuangan yang melakukan kegiatan usaha bulion
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Pasal 131 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan, wajib memperoleh izin dari
Otoritas Jasa Keuangan.”* PT. Bank Syariah Indonesia,
sebagai lembaga jasa keuangan di sektor perbankan syariah,
turut berpartisipasi dalam menciptakan ekosistem emas di
bank bulion melalui 1zin Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-
53/PB.22/2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Bulion PT.
Bank Syariah Indonesia Tbk untuk Kegiatan Penitipan

3 Laman website resmi Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-
2023, diakses 10 Februari 2026.

4 Laman website resmi Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-

2023, diakses 10 Februari 2026.



https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023

Emas dan Perdagangan Emas. Terhitung sejak 12
November 2025, PT. Bank Syariah Indonesia secara resmi
telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan kegiatan
simpanan emas.® PT. Bank Syariah Indonesia merupakan
institusi perbankan pertama yang menghadirkan layanan
usaha bulion di Indonesia, dengan reputasi perbankan
sebagai penyedia solusi keuangan dan investasi emas yang
aman serta memenuhi standar internasional.

PT. Bank Syariah Indonesia telah melayani kurang lebih
1.000.000.000 nasabah pengguna layanan emas. Sejak
tahun 2022, instrumen investasi emas telah menjadi fokus
utama, yang mencakup berbagai program unggulan dengan
komposisi pengguna sebagai berikut, nasabah bank bulion
perdagangan emas & simpanan emas sebanyak 530.000 dan
nasabah Cicil Emas & Gadai Emas sebanyak 640.000
nasabah. Selama tahun 2024 total emas kelolaan PT. Bank
Syariah Indonesia telah mencapai 17,5 ton dengan volume
transaksi mencapai 29,7 ton. Menurut portofolio bisnis
emas secara keseluruhan pada buku laporan tahunan PT.
Bank Syariah Indonesia, Per Mei 2025, lini bisnis emas PT.
Bank Syariah Indonesia menunjukkan performa yang
sangat impresif dengan total nilai gabungan produk Cicil
Emas dan Gadai Emas mencapai Rp 16,43 triliun, atau
melesat sebesar 92,52% secara tahunan (year-on-year).
Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja luar biasa dari Cicil

5 Laman website resmi PT. Bank Syariah Indonesia, Izin Otoritas Jasa
Keuangan Nomor S-53/PB.22/2025 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Usaha Bullion PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Untuk Kegiatan Penitipan
Emas Dan Perdagangan Emas, https://www.bankbsi.co.id/news-
update/berita/resmi-diluncurkan-presiden-prabowo-bsi-jadi-bank-emas-
pertama-di-indonesia, 10 Februari 2026.

6 Laman  website resmi PT. Bank Syariah  Indonesia,
https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/cicil-emas-dan-gadai-emas-
bsi-melesat-9252, diakses 10 Februari 2026.
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Emas yang menembus Rp 8,89 triliun dengan kenaikan
fantastis 175,13% (year-on-year) bahkan telah mencapai
Rp 9,1 triliun pada memasuki triwulan Il 2025 serta Gadai
Emas Rp 7.54 triliun atau naik 42,18% (year-on-year).’.
Selain itu, layanan BSI e-emas melalui aplikasi BYOND By
BSI berkontribusi sebesar Rp 1,11 triliun dengan
pertumbuhan 21,55%. Volume penjualan emas ritel yang
diprediksi mencapai 2,18 ton hingga akhir tahun,
keseluruhan bisnis emas di PT. Bank Syariah Indonesia,
melonjak sekitar 78,6% hingga menyentuh angka Rp 22,9
triliun sepanjang tahun 2025.2

PT. Bank Syariah Indonesia memiliki target potensi
volume transaksi sebesar 250 ton dalam kurun waktu lima
tahun diperkuat oleh dukungan ekosistem bisnis bulion
yang solid, mencakup 21.000.000 nasabah (8.000.000
diantaranya telah menggunakan aplikasi BYOND By BSI),
kolaborasi dengan 1.130 kantor cabang, serta jaringan
100.000 agen. Penguatan infrastruktur operasional juga
disiapkan melalui penyediaan BSI Gold merupakan emas
batangan logam mulia, bekerjasama dengan PT. Anaka
Tambang dan PT. Hartadinata yang mengusung merek
Emasku dan logo BSI. BSI Gold ini memiliki kadar karatase
99.99% serta telah memenuhi standarisasi SNI dan LBMA.
Selain itu, BSI Gold ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-
MUI dan keasliannya dapat diuji melalui aplikasi certieye
maupun alat X-Ray Fluorescence, kemudian terdapat
fasilitas smart vaults berkapasitas 30 ton, lebih dari

" Laman website resmi PT. Bank Syariah Indonesia,
https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/cicil-emas-dan-gadai-emas-
bsi-melesat-9252, diakses 10 Februari 2026.
8 Laman  website resmi PT. Bank Syariah  Indonesia,
https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/cicil-emas-dan-gadai-emas-
bsi-melesat-9252, diakses 10 Februari 2026.
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600 tenaga profesional penaksir emas, serta pengoperasian
50 unit ATM Emas BSI. Profil kepemilikan emas yang
inklusif di Indonesia, dengan persentase kepemilikan lebih
dari 10 gram mencapai 72% pada rumah tangga
berpendapatan tinggi, 41% pada kelompok middle income,
7% pada low-middle income, bahkan mencakup 4% pada
kelompok low income.? Meskipun PT. Bank Syariah
Indonesia telah memosisikan emas sebagai sektor strategis
dalam operasional perbankannya, integrasi ekosistem
kegiatan usaha bulion yang komprehensif belum terwujud
secara optimal selaras dengan amanat peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Secara umum, implementasi kegiatan usaha bulion
menghadapi sejumlah kendala fundamental, diantaranya
rendahnya literasi investasi emas masyarakat serta
maraknya peredaran emas palsu dengan kualitas yang tidak
terstandarisasi. Selain itu, belum terbentuknya Dewan Emas
Nasional, belum adanya peran Bank Indonesia dalam
penyediaan likuiditas untuk mitigasi risiko sistemik, serta
belum hadirnya skema penjaminan simpanan oleh Lembaga
Penjamin Simpanan terhadap valuasi nilai aset emas,
menjadi hambatan struktural yang signifikan. Kemudian,
rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam
manajemen risiko bank bulion dan analisis penaksiran
emas. Rendahnya partisipasi publik juga dipengaruhi oleh
kurangnya sosialisasi masif mengenai urgensi dan
mekanisme kegiatan usaha bulion. PT. Bank Syariah

9

Laman website resmi Indonesia Center Research,

https://nextindonesia.id/Insight/2025/03/04/51/Para-Penimbun-Emas,

diakses 10 Februari 2026
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Indonesia berkomitmen penuh untuk menjaga kepatuhan

syariah dalam pelaksanaan kegiatan usaha bulion.°
Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menganalisis

bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang kegiatan usaha

bulion di PT. Bank Syariah Indonesia serta apa faktor

pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan usaha
bulion di PT. Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini akan
berfokus pada judul IMPLEMENTASI PERATURAN

OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17 TAHUN

2024 TENTANG KEGIATAN USAHA BULION DI PT.

BANK SYARIAH INDONESIA.

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian latar belakang diatas, dirumuskan sebagai

berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan
Usaha Bulion di PT. Bank Syariah Indonesia?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan
kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang
Kegiatan Usaha Bulion di PT. Bank Syariah Indonesia.

2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat
pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah
Indonesia.

10 | aman website resmi LPPI, https://lppi.or.id/berita/read/lppi-virtual-
seminar102-bullion-bank-bank-atau-lembaga-gadai-emas, diakses 10
Februari 2026.
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D. Kegunaan Penelitian
1. Teoritis
Menambah ilmu pengetahuan dan referensi

kepustakaan bagi penulis maupun pembaca terkait
efektivitas pelaksanaan Peraturan Jasa Keuangan Nomor
17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion di PT.
Bank Syariah Indonesia serta faktor pendukung dan
penghambat implementasi kegiatan usaha bulion di PT.
Bank Syariah Indonesia. Selain itu, penelitian ini
diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemangku
kepentingan dalam pengembangan khazanah keilmuan
serta memberikan gambaran komprehensif kepada
masyarakat mengenai kegiatan usaha bulion pada
perbankan syariah, khususnya di PT. Bank Syariah
Indonesia.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan
strategis dan bahan pertimbangan bagi para pembuat
kebijakan  dalam menyempurnakan kerangka
operasional bank bulion. Melalui optimalisasi regulasi
tersebut, kegiatan usaha bulion dapat memberikan
kontribusi yang lebih signifikan terhadap stabilitas
sektor keuangan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi
nasional. Selain itu, penelitian ini berkontribusi secara
praktis dalam meningkatkan literasi dan edukasi publik
mengenai investasi berbasis bank bulion pada industri
perbankan syariah. Sehingga dapat memperluas
aksesibilitas masyarakat dalam memanfaatkan layanan
bank bulion, khususnya bagi nasabah investasi emas di
PT. Bank Syariah Indonesia.
E. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian relevan adalah upaya melakukan

analisis dan pengembangan hasil penelitian terdahulu
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sehingga diharapkan memberikan hasil kebaharuan
penelitian dari penelitian sebelumnya. Mendapatkan
informasi tambahan terkait beberapa penelitian terdahulu
baik jurnal maupun skripsi sebagai perbandingan dalam
melakukan analisis. Oleh sebab itu, akan diuraikan
beberapa penelitian relevan untuk mengidentifikasi letak
persamaan dan perbedaannya.

Pertama, penelitian berjudul “Perbandingan
Implementasi Produk Bulion Di Bank Syariah Indonesia
Dan Pegadaian Berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2024.”
Oleh Muhammad Yunan Hadi Pratama, mahasiswa
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun
2025.1* Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori
kepastian hukum serta metode penelitian yuridis normatif
untuk meneleaah norma hukum yang berlaku dalam
implementasi produk bulion di Bank Syariah Indonesia dan
Pegadaian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 17 Tahun 2024. Tujuan dari penelitian untuk
menganalisis mekanisme dan prosedur implementasi bulion
yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia dan
Pegadaian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 17 Tahun 2024. Serta untuk membandingkan
produk dan praktek layanan bank bulion yang ditawarkan
oleh Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan perbedaan strategi
layanan bank bulion antara PT. Bank Syariah Indonesia
yang berbasis digital BYOND By BSI dan Pegadaian yang
berbasis jaringan fisik. Meskipun keduanya telah
mengimplementasikan standar Peraturan Otoritas Jasa

1 Muhammad Yunan, Perbandingan Produk Usaha Bullion Di Bank BSI
Dan Pegadaian Berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2024, (Jakarta: UIN
Syarif Hidayatullah, 2025)
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Keuangan Nomor 17 Tahun 2024, terdapat diferensiasi
signifikan pada model bisnis dan fleksibilitas produk.

Persamaan dengan penelitian ini yakni pembahasan
mengenai bank bulion di PT. Bank Syariah Indonesia,
sedangkan  perbedaannya bahwa penelitian  oleh
Muhammad Yunan Hadi Pratama lebih menitikberatkan
pada perbandingan implementasi produk dan layanan dari
kedua lembaga jasa keuangan (PT. Bank Syariah Indonesia
dan PT. Pegadaian). Sementara, penulis menitikberatkan
pada efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 17 Tahun 2024. Fokus utama penelitian
saya adalah mengkaji sejauh mana efektivitas Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 dalam
pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah
Indonesia serta faktor pendukung dan penghambat
pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah
Indonesia.

Kedua, penelitian berjudul “Urgensi Pembentukan Bank
Bullion Untuk Peningkatan Sektor Keuangan Dalam Sistem
Hukum Perbankan Di Indonesia.” Oleh Dwi Siswanto,
mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tahun
2024.12 Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori
perbandingan hukum serta metode penelitian yuridis
normatif untuk membandingkan hukum di Indonesia
dengan hukum di Inggris dan Singapura. Tujuan dari
penelitian untuk menganalisis Kkarakteristik bank bulion
sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas tabungan
emas dalam sistem hukum perbankan di

12 Dwi Siswanto, Urgensi Pembentukan Bank Bullion Untuk Peningkatan
Sektor Keuangan Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia,
(Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2024)
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Indonesia. Serta urgensi pembentukan bank bullion yang
dapat menunjang sektor keuangan di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bank
bulion merupakan institusi keuangan berbasis logam mulia
dengan model bisnis mencakup layanan keuangan bank
bulion, yang dipelopori oleh LBMA (Inggris) serta SBMA
(Singapura). Sebagai produsen emas global, Indonesia
masih bergantung pada impor bahan baku, namun Indonesia
saat ini tengah menginisiasi pembentukan bank bulion
nasional. Implementasi ini memerlukan pembagian peran
yang jelas antara bank sentral dan otoritas keuangan untuk
menyesuaikan regulasi dengan jenis layanan yang
ditawarkan

Persamaan dengan penelitian ini yakni pembahasan
mengenai pengaturan bank bulion di Indonesia sedangkan
perbedaannya bahwa penelitian oleh Dwi Siswanto lebih
menitikberatkan pada perbandingan hukum pengaturan dan
pengelolaan bulion di Indonesia dengan di Inggris dan
Singapura. Sementara, penulis menitikberatkan pada
efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 17 Tahun 2024. Fokus utama penelitian saya adalah
mengkaji sejauh mana efektivitas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 dalam pelaksanaan
kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia serta
faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan
usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia.

Ketiga, penelitian berjudul “Emas Sebagai Instrumen
Investasi Jangka Panjang.” Oleh Dina Nudia Ahsanah,
mahasiswa Universita Islam Negeri Sumatera Utara, tahun
2022.2 Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori

13 Dina Nudia Ahsanah, Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka
Panjang, (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2022)
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ekonomi pembangunan serta metode penelitian analisis
deskriptif. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui kondisi
dan memberikan gambaran secara umum grafik
pertumbuhan emas dalam perekonomian nasional.

Hasil dari penelitian Penelitian ini menganalisis
hubungan kebijakan moneter dengan investasi emas di
Indonesia dalam jangka panjang sehingga menentukan
momentum investasi yang optimal. Sebagai instrumen safe
haven, emas efektif sebagai lindung nilai terhadap inflasi
dan ketidakpastian ekonomi karena risikonya yang rendah
serta harga yang cenderung stabil. Popularitas emas
didorong oleh aksesibilitasnya yang tinggi di masyarakat,
didukung oleh kepastian regulasi serta perlindungan hukum
dari Otoritas Jasa Keuangan.

Persamaan dengan penelitian ini yakni pembahasan
mengenai bank bulion sebagai intrumen keuangan stabilitas
ekonomi suatu negara, sedangkan perbedaannya bahwa
penelitian oleh Dina Nudia Ahsanah lebih menitikberatkan
aspek teknis pertumbuhan emas secara ekonomi makro.
Sementara, penulis menitikberatkan pada efektivitas
pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17
Tahun 2024. Fokus utama penelitian saya adalah mengkaji
sejauh mana efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 17 Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan usaha
bulion di PT. Bank Syariah Indonesia serta faktor
pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan usaha
bulion di PT. Bank Syariah Indonesia.

Keempat, penelitian berjudul “Digitalisasi Emas Dalam
Prespektif Syariah: Studi Pada Ekosistem Bulion Bank
Indonesia.” Oleh Ahmad Rajaul Masrur, Moh. Holis,
Mussofan mahasiswa Sekolah Tinggi llmu Ekonomi Bakti



14

Bangsa Pamekasan, tahun 2022.* Menggunakan
pendekatan kualitatif dengan teori kepastian hukum serta
metode penelitian studi kasus. Tujuan dari penelitian untuk
menganalisis implementasi digitalisasi emas dalam
ekosistem dan bulion dari perspektif syariah.

Hasil dari penelitian ini integrasi teknologi blockchain
dan smart contract dalam menjamin transparansi serta
validitas akad sesuai prinsip gabdh hukmi. Meskipun
penggunaan underlying asset fisik telah memenuhi aspek
kepatuhan syariah (bebas riba dan gharar), harmonisasi
regulasi dan literasi pengguna masih menjadi tantangan
utama.

Persamaan dengan penelitian ini yakni pembahasan
mengenai digitalisasi emas dalam ekosistem bank bulion di
Indonesia, sedangkan perbedaannya bahwa penelitian oleh
Ahmad Rajaul Masrur lebih menitikberatkan aspek teknis
dan operasional finansial teknologi dalam digitalisasi emas.
Sementara, penulis menitikberatkan pada efektivitas
pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17
Tahun 2024. Fokus utama penelitian saya adalah mengkaji
sejauh mana efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 17 Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan usaha
bulion di PT. Bank Syariah Indonesia serta faktor
pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan usaha
bulion di PT. Bank Syariah Indonesia.

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu di atas,
kebaruan dari penelitian yang ada pada penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis adalah pada pembahsan yang
mengkaji secara khusus efektivitas hukum pelaksanaan

4Ahmad Rajaul Masrur, dkk. Digitalisasi Emas Dalam Prepektif Syariah:
Studi Kasus Ekosistem Bank Bulion Indonesia. (Sumatera Utara: UIN
Sumatera Utara, 2022)
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024
kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia serta
faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan
usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia. Dimana topik
tersebut belum dibahas pada penelitian-penelitian
sebelumnya, jadi penulis merasa hal tersebut akan menjadi
pembahasan yang penting mengenai kebaruan dalam
penelitian ini, sehingga akan melengkapi temuan penelitian
sebelumnya. Secara strategis, penelitian ini diharapkan
mampu mendorong terwujudnya ekosistem bank bulion
yang terintegrasi dengan prinsip syariah untuk memperkuat
sistem keuangan nasional.
F. Kerangka Teoritik
1. Teori efektivitas Hukum
Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum
merujuk pada sejauh mana suatu kelompok mampu
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu hukum
dapat dikategorikan efektif apabila menghasilkan
dampak hukum yang positif, dimana hukum tersebut
berhasil mencapai fungsinya untuk mengarahkan atau
mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan
kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Teori efektivitas
hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto
menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum
bergantung pada lima faktor utama:*®
a. Faktor Hukum
Efektivitas hukum menuntut keseimbangan antara
tiga tujuan fundamental, kepastian hukum melalui
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Fatwa Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang

15 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 5
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konkret, prinsip keadilan dan etika syariah yang
bersifat abstrak, serta aspek kemanfaatan. Konflik
sering kali muncul ketika institusi perbankan hanya
terfokus pada aspek hukum tertulis atau kontrak baku
untuk mencapai kepastian hukum, sehingga berisiko
mengabaikan nilai keadilan bagi nasabah. Oleh sebab
itu, agar hukum dapat berfungsi secara optimal,
pertimbangan keadilan harus menjadi prioritas utama,
mengingat substansi hukum tidak terbatas pada
formalitas tekstual semata.
. Faktor Penegak Hukum

Integritas  individu yang menetapkan dan
menjalanakan suatu produk hukum termasuk praktisi
PT. Bank Syariah Indonesia, pembuat kebijakan
seperti Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia, hingga Dewan
Pengawas Syariah, merupakan faktor penentu bagi
efektivitas suatu hukum. Meskipun regulasi telah
disusun dengan ideal, rendahnya standar moral serta
profesionalisme aparat dapat menyimpang dari
prinsip keadilan muamalah. Mengingat publik
cenderung menilai  hukum  melalui  perilaku
penegaknya, profesionalisme staf bank dan integritas
pembuat kebijakan menjadi cerminan kepercayaan
publik terhadap sistem perbankan syariah, sehingga
setiap pelanggaran etika akan merusak reputasi
institusi secara menyeluruh.
. Faktor Sarana dan Prasarana Pendukung

Operasional dan kepatuhan syariah sangat
bergantung pada infrastruktur teknologi yang
memadai. Oleh karena itu, bank syariah wajib
didukung oleh perangkat hardwere dan softwere yang
mumpuni seperti sistem akuntansi syariah yang
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akurat, aplikasi digital banking yang aman, serta
sarana komunikasi yang responsif untuk memastikan
transaksi muamalah dikelola sesuai regulasi yang
berlaku.
d. Faktor Masyarakat
Mengingat  perbankan  syariah  bertujuan
menciptakan  kesejahteraan masyarakat dalam
memberikan kemaslahatan dan menolak
kemudaratan. Tingkat kesadaran hukum dan
kepatuhan nasabah terhadap akad merupakan
indikator utama keberhasilan sistem. Kesadaran
hukum dan etika muamalah yang tinggi akan
mendorong  nasabah ~ memenuhi  kewajiban
kontraktual serta memitigasi risiko kesalahan yang
disengaja. Kondisi tersebut berimplikasi langsung
untuk meningkatkan efektivitas hukum serta
memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi
perbankan syariah.
e. Faktor Budaya Hukum
Dalam ekosistem perbankan syariah, budaya
hukum diwujudkan melalui nilai-nilai Islam seperti
keadilan, transparansi, kebenaran, dan amanah yang
melandasi seluruh regulasi, baik Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan serta Fatwa Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia maupun peraturan lainnya.
Implementasi operasional perbankan syariah harus
selaras dengan nilai budaya dan etika syariah
masyarakat untuk menjamin kepercayaan serta
kepatuhan aktif dari nasabah.
2. Konsep Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17
Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion
Bank bulion merupakan lembaga jasa keuangan yang
menyelenggarakan kegiatan usaha berbasis logam
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mulia, mencakup layanan simpanan emas, perdagangan
emas, penitipan emas, pembiayaan emas, serta aktivitas
keuangan turunan lainnya bagi nasabah. Secara
etimologi, bulion merujuk pada logam mulia dengan
standar kemurnian tinggi. Dalam konteks ini, bulion
merupakan batangan emas dengan standar kemurnian
tinggi, yakni minimal 99.99%, yang memenuhi
kualifikasi perdagangan internasional. Aset ini
umumnya digunakan sebagai instrumen cadangan devisa
oleh pemerintah serta bank sentral di berbagai negara,
khususnya di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Bank
bulion berperan sebagai lembaga intermediasi dalam
pasar emas yang memfasilitasi interaksi antar berbagai
pemangku kepentingan dalam rantai nilai pasar bulion.

Adapun peran strategis bank bulion dalam aktivitas pasar

emas meliputi:*6

a. Bank bulion berperan sebagai perantara yang
menghubungkan pembeli dan penjual di pasar emas,
sehingga menjamin ketersediaan likuiditas instrumen
tersebut.

b. Melalui penyediaan berbagai layanan bank bulion
yang disesuaikan dengan kebutuhan pemangku
kepentingan dalam rantai pasok industri emas, bank
bulion berkontribusi strategis dalam memperluas dan
mengembangkan ekosistem pasar emas secara
keseluruhan.

London Bullion Market Association (LBMA)
menetapkan dua klasifikasi akun emas dalam layanan

16 Laman website resmi Otoritas Jasa Keuangan, https://ojk.go.id/id/berita-
dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kegiatan-Usaha-Bulion-Layanan-Bank-
Emas-di-Indonesia--.aspx, diakses 10 Februari 2026.



https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kegiatan-Usaha-Bulion-Layanan-Bank-Emas-di-Indonesia--.aspx
https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kegiatan-Usaha-Bulion-Layanan-Bank-Emas-di-Indonesia--.aspx
https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kegiatan-Usaha-Bulion-Layanan-Bank-Emas-di-Indonesia--.aspx
https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kegiatan-Usaha-Bulion-Layanan-Bank-Emas-di-Indonesia--.aspx
https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kegiatan-Usaha-Bulion-Layanan-Bank-Emas-di-Indonesia--.aspx
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keuangan. Berdasarkan standar LBMA tersebut, akun

emas dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:’

a. Allocated gold account, merupakan akun emas
teralokasi, nasabah memiliki kepemilikan penuh atas
fisik emas spesifik seperti batangan dengan nomor
seri tertentu yang disimpan secara fisik di dalam
brankas.

b. Unallocated gold account, merupakan akun emas
tidak teralokasi, nasabah memiliki hak klaim
kontraktual terhadap bank bulion atas sejumlah saldo
emas dalam satuan gramasi tanpa kepemilikan
langsung atas fisik emas spesifik.

Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan  Sektor
Keuangan, Pemerintah mengatur kegiatan usaha bulion.
Berdasarkan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, menjelaskan bahwa kegiatan usaha bulion
didefinisikan sebagai kegiatan terkait emas dalam
bentuk simpanan emas, perdagangan emas, penitipan
emas, pembiayaan emas, dan/atau aktivitas lain yang
dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Selanjutnya,
Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17
Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion,
menetapkan bahwa cakupan kegiatan tersebut meliputi:'8

17 Laman website resmi LBMA, A Guide to the Loco London Precious Metals
Market, https://www.lbma.org.uk/publications/the-otc-guide/precious-
metal-accounts, diakses 10 Februari 2026.

18 Laman resmi website Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion,
https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-17-Tahun-2024-
Penyelenggaraan-Kegiatan-Usaha-Bulion.aspx, diakses 10 Februari 2026.



https://www.lbma.org.uk/publications/the-otc-guide/precious-metal-accounts
https://www.lbma.org.uk/publications/the-otc-guide/precious-metal-accounts
https://www.lbma.org.uk/publications/the-otc-guide/precious-metal-accounts
https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-17-Tahun-2024-Penyelenggaraan-Kegiatan-Usaha-Bulion.aspx
https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-17-Tahun-2024-Penyelenggaraan-Kegiatan-Usaha-Bulion.aspx
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a. Simpanan emas, merupakan aktivitas penghimpunan
emas dari nasabah penyimpan untuk disalurkan
kembali dalam bentuk pembiayaan emas dan
perdagangan  emas, yang  secara  teknis
diadministrasikan melalui mekanisme akun tidak
teralokasi (unallocated account).

b. Perdagangan emas, untuk melaksanakan aktivitas
perdagangan emas, lembaga jasa keuangan
penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas
minimum gramasi emas sesuai dengan standar
operasional yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

c. Penitipan emas, lembaga jasa keuangan
penyelenggara kegiatan usaha bulion bertanggung
jawab penuh atas keamanan penyimpanan fisik emas
nasabah serta wajib memenuhi seluruh kewajiban
kontraktual yang telah disepakati dalam perjanjian
penitipan emas. yang secara teknis diadministrasikan
melalui mekanisme akun teralokasi (allocated
account).

d. Pembiayaan emas, lembaga jasa keuangan
penyelenggara kegiatan usaha bulion wajib
menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan
analisis komprehensif untuk memastikan kemampuan
dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban
sesuai perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.

e. Kegiatan lain, aktivitas pendukung kegiatan usaha
bulion lainnya yang diselenggarakan berdasarkan
persetujuan serta ketentuan yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-
empiris, penelitian ini mengkaji implementasi atau
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bekerjanya hukum dalam realitas masyarakat.’® Dalam
konteks masyarakat disini, merujuk secara spesifik
kepada nasabah investasi emas pada PT. Bank Syariah
Indonesia, bukan masyarakat dalam pengertian
lingkungan sosial umum. Fokus yang dikaji yaitu terkait
bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan
Usaha Bulion serta apa faktor pendukung dan
penghambat pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT.
Bank Syariah Indonesia.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif perundang-undangan, yang
bertujuan untuk menggali dan mengungkap fakta secara
mendalam melalui data yang diperoleh dari individu
maupun  kelompok sebagai subjek  penelitian.
Pendekatan kualitatif perundang-undangan menekankan
pada pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena
yang diteliti, sehingga hasilnya tidak hanya bersifat
deskriptif, tetapi juga interpretatif.?> Dengan metode ini,
fakta-fakta yang ditemukan disajikan dalam bentuk
uraian yang sistematis, menyeluruh, dan mudah
dipahami, sehingga dapat memberikan pemahaman yang
lebih jelas dan mendalam mengenai permasalahan yang
dikaji. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti
untuk menggali secara mendalam pelaksanaan peraturan
perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan usaha
bulion di lembaga jasa keuangan terhadap efektivitas
hukum dalam praktik operasionalnya, sehingga dapat

19 Muhaimi, Metode Penelitian Hukum, (Nusa Tenggara Barat: Mataram
University Press, 2020), Hal. 8

20 Muhaimi, Metode Penelitian Hukum, (Nusa Tenggara Barat: Mataram
University Press, 2020), Hal. 11
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diperolen gambaran yang komprehensif mengenai
tingkat efektivitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan
Usaha Bulion di PT. Bank Syariah Indonesia serta faktor
pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan usaha
bulion di PT. Bank Syariah Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan
konseptual yang beranjak dari pandangan dan doktrin
yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan
mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum,
peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum,
dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu
penelitian.?!  Pendekatan ini  digunakan  untuk
mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan
hukum tentang efektivitas pelaksanaan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang
Kegiatan Usaha Bulion di PT. Bank Syariah Indonesia
serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan
Kegiatan Usaha Bulion Di PT. Bank Syariah Indonesia,
karena peraturan yang ada saat ini belum secara optimal
dalam mengatur bank bulion.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Syariah
Indonesia (BSI) KC Pekalongan Pemuda. Pemilihan
lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa
instansi ini telah mengimplementasikan kegiatan usaha
bulion sebagai bagian dari diversifikasi investasi emas di
sektor perbankan syariah.

21 Muhaimi, Metode Penelitian Hukum, (Nusa Tenggara Barat: Mataram
University Press, 2020), Hal. 15
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4. Sumber Data Penelitian
a. Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara
langsung dari sumber primer di lokasi penelitian
melalui teknik observasi dan wawancara mendalam.
Peneliti melakukan pengumpulan data lapangan
dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki
otoritas serta kompetensi teknis terkait bank bulion di
PT. Bank Syariah Indonesia, yang meliputi:
Operational Banking, Risk Management Specialist,
dan Pawning Appraisal. Pendekatan ini bertujuan
untuk memperoleh informasi yang akurat, faktual,
dan objektif langsung dari para praktisi yang
mengelola objek penelitian.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini merupakan
data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek
penelitian oleh peneliti, melainkan diperoleh melalui
sumber perantara baik dalam bentuk lisan maupun
tulisan. Sumber data ini mencakup bahan-bahan
hukum yang bersumber dari literatur ilmiah seperti
buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta dokumen
resmi. Selain itu, data sekunder ini juga mencakup
materi peraturan perundang-undangan dan arsip
lainnya yang memiliki relevansi dengan pokok
permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:
1) Bahan Hukum Primer
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang
Pengembangan dan  Penguatan  Sektor
Keuangan.
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c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17
Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Usaha
Bulion.

d) Izin Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-
53/PB.22/2025 Tentang Penyelenggaraan
Usaha Bulion PT. Bank Syariah Indonesia
(BS1) Untuk Kegiatan Penitipan Emas dan
Perdagangan Emas serta Simpanan Emas.

e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun
2025 Tentang Pemungutan Pajak Peghasilan
Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas
Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang
Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun
2025 Tentang Pajak Penghasilan dan Pajak
Pertambahan Nilai.

g) Fatwa DSN-MUI Nomor  166/DSN-
MUI/I1/2026 Tentang Kegiatan Usaha Bulion
Berdasarkan Prinsip Syariah.

h) Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/XI
Tahun 2017 Tentang Akad Jual-Beli
Murabahah.

1) Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/NV
Tahun 2010 Tentang Akad Jual-Beli Secara
Tidak Tunai.

2) Bahan Hukum Sekunder
Data pendukung dalam penelitian ini diperoleh
melalui berbagai aplikasi digital dan publikasi
resmi untuk menjamin akurasi informasi.

Instrumen pengumpulan data mencakup sistem

informasi nasabah pada aplikasi BYOND By BSI,

laporan tahunan PT. Bank Syariah Indonesia, serta
sistem layanan informasi keuangan (SLIK)
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Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, peneliti juga

merujuk pada berbagai publikasi otoritas serta

pembuat kebijakan lainnya yang berkaitan dengan

regulasi dan mekanisme kegiatan usaha bulion di

Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara

Dalam proses akumulasi data, peneliti menerapkan
teknik wawancara mendalam secara langsung dengan
para informan yang memiliki kompetensi dan
pemahaman komprehensif terhadap objek penelitian.
Pengumpulan data primer ini dilakukan melalui
interaksi langsung dengan sejumlah pihak manajerial
dan teknis di instansi terkait, yang meliputi,
Operational Banking, Risk Management Specialist, dan
Pawning Appraisal. Untuk memastikan validitas
informasi serta memperoleh gambaran yang objektif
mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Peneliti menerapkan teknik dokumentasi dalam
proses pengumpulan data untuk menghimpun
dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak
tertulis, yang memiliki relevansi dengan objek
penelitian. Berlandaskan pada literatur metodologi
penelitian  hukum, dokumentasi ini mencakup
penelusuran data melalui perpustakaan, media digital,
serta lembaga pembuat kebijakan yang mengeluarkan
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arsip resmi terkait permasalahan yang diteliti. Secara
spesifik, dokumen yang digunakan dalam penelitian
ini meliputi arsip data arus transaksi, laporan tahunan
PT. Bank Syariah Indonesia, laporan tahunan
Otoritas Jasa Keuangan, serta berbagai literatur
pendukung lainnya yang berkaitan dengan substansi
penelitian.
6. Teknik Analisis Data
Sebagai penelitian empiris, studi ini menggunakan
pendekatan kualitatif yang mengutamakan kedalaman
kualitas data daripada kuantitas data. Temuan penelitian
diuraikan secara deskriptif melalui penggunaan istilah
hukum dan penjelasan sistematis untuk memberikan
gambaran komprehensif atas fakta yang ditemukan.
Analisis data mencakup empat alur kegiatan yang saling
terintegrasi:??
a. Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data dilakukan dengan
mengintegrasikan seluruh hasil wawancara dan studi
dokumentasi ke dalam satu kesatuan data penelitian.
b. Reduksi Data
Tahap reduksi data dilakukan melalui proses
penajaman, penggolongan, dan pengorganisasian
data, serta mengeliminasi informasi yang tidak
relevan  hingga diperoleh  kesimpulan yang
terverifikasi. Proses ini bertujuan untuk memberikan
gambaran  komprehensif mengenai  efektivitas
pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha
Bulion di PT. Bank Syariah Indonesia serta faktor

22 Muhaimi, Metode Penelitian Hukum, (Nusa Tenggara Barat: Mataram
University Press, 2020), Hal. 17
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pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan
usaha bulion di PT. Bank Syariah Indonesia. Melalui
reduksi ini, peneliti dapat lebih mudah melakukan
pemetaan serta penelusuran data lanjutan yang
diperlukan.
c. Penyajian Data
Pada tahap penyajian data, seluruh informasi
disusun secara sistematis untuk memberikan
gambaran menyeluruh dalam penarikan kesimpulan.
Peneliti menyajikan data yang bersumber dari hasil
observasi, wawancara, regulasi terkait, hingga
laporan tahunan perbankan. Melalui teknik ini,
peneliti dapat melakukan komparasi dan validasi
antara kerangka teoretis dengan fakta empiris yang
ditemukan di lapangan. Penyajian data yang
terstruktur memudahkan peneliti dalam
mengidentifikasi korelasi substansi data sehingga
memperjelas  langkah-langkah  strategis  yang
diperlukan untuk menuntaskan penelitian
berdasarkan pemahaman komprehensif atas objek
kajian.
d. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis
data yang valid, sehingga menghasilkan temuan yang
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
H. Sistematika Pembahasan
Hasil penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang
saling berkaitan, setiap bab mengkaji substansi yang
berbeda namun tetap berkesinambungan. Struktur ini
bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami
alur pemikiran serta arah dan tujuan penelitian secara
komprehensif. Adapun rincian isi dari setiap bab, sebagai
berikut:
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BAB | Pendahuluan

Bab ini memaparkan kerangka dasar penelitian yang
meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu,
kerangka teoritik, metode penelitian, hingga sistematika
pembahasan.
BAB Il Landasan Teoritis Dan Konseptual

Bab ini menguraikan kerangka teoretis mengenai
efektivitas hukum dan kegiatan usaha bulion serta
menyajikan pengembangan dari kerangka teoritik yang
telah dipaparkan sebelumnya untuk memperkuat analisis
penelitian.
BAB I11 Hasil Penelitian

Bab ini menelaah data terkait efektivitas pelaksanaan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024
Tentang Kegiatan Usaha Bulion di PT. Bank Syariah
Indonesia serta faktor pendukung dan penghambat
pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah
Indonesia.
BAB IV Pembahasan

Bab ini menyajikan analisis komprehensif dengan
menyesuaikan temuan lapangan pada Bab [l hasil
penelitian dengan landasan teoretis dan konseptual yang
telah dipaparkan pada Bab I1.
BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan yang merangkum hasil
penelitian serta saran konstruktif sebagai kontribusi
pemikiran atas permasalahan yang telah diteliti.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
17 Tahun 2024 Tentang Kegiatan Usaha Bulion di PT. Bank
Syariah Indonesia telah efektif dalam memberikan
pedoman operasional layanan bank bulion simpanan emas,
perdagangan emas, dan penitipan emas. Namun efektifitas
penuh pelaksanaan tersebut belum tercapai karena adanya
hambatan kurangnya sinkronisasi antar regulasi yang masih
dalam tahap pengkajian dalam mendukung ekosistem bank
bulion.

Pelaksanaan kegiatan usaha bulion di PT. Bank Syariah
Indonesia didukung oleh beberapa faktor strategis, yaitu
insentif fiskal, penerapan prinsip syariah yang ketat, logam
mulia antam/hartadinata dengan standarisasi SNI dan
LBMA, adanya mekanisme tata kelola aset serta pencatatan
standar akutansi keuangan syariah melalui aplikasi
dukungan digitalisasi perbankan di BYOND By BSI.
Namun, operasional layanan ini masih menghadapi
hambatan berupa keterbatasan infrastruktur fisik yang
belum merata secara menyeluruh, tingkat literasi
masyarakat masih tahap transasi, dan volatilitas harga emas
global, yang menuntut penguatan manajemen risiko secara
berkelanjutan

B. Saran
1. Pembuat Kebijakan
Pembuat kebijakan seperti Otoritas Jasa Keuangan,

Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan

Pemerintah disarankan untuk segera mengakselerasi

sinkronisasi regulasi lintas sektoral untuk menjamin

kepastian hukum pada aspek likuiditas makro dan
perlindungan  konsumen, sekaligus menginisiasi
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pembentukan Dewan Emas Nasional sebagai otoritas
pusat terkait pengaturan kebijakan pengelola ekosistem
bank bulion. Langkah strategis ini secara bersamaan
didukung dengan penguatan pengamanan sistem
keuangan melalui perumusan skema lender of the last
resort oleh Bank Indonesia dalam hindari risiko sistemik
dan mekanisme penjaminan simpanan terhadap valuasi
nilai aset emas oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk
memitigasi risiko penarikan massal serta menjaga
stabilitas sistem keuangan nasional secara menyeluruh.
. PT. Bank Syariah Indonesia

PT. Bank Syariah Indonesia disarankan untuk
mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan, Badan Standarisasi Nasional, London
Bullion Market Association, standar akutansi keuangan
syariah hingga insentif pajak dan tranparasi pelaporan
pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan 52 Tahun
2025 dan Peraturan Menteri Keuangan 52 Tahun 2025
sebagai keunggulan kompetitif sembari memperluas
aksesibilitas layanan di daerah secara menyeluruh
melalui pemerataan infrastruktur teknologi X-Ray
Fluorescence dan fasilitas vault/strong room skema
model Hub and Spoke. Inovasi digital harus dipercepat
melalui realisasi 50 titik ATM Emas pada tahun 2026 dan
pengembangan berkelanjutan aplikasi BYOND By BSI
untuk menjangkau segmen ritel secara masif. Di sisi
operasional, PT. Bank Syariah Indonesia perlu
memperkuat manajemen risiko melalui diversifikasi
pemasok bersertifikasi LBMA/SNI dan pemanfaatan
data analitik untuk working stock, yang didukung oleh
komitmen transparansi melalui audit independent secara
berkala serta laporan segregasi aset secara real-time



untuk menjamin keamanan keutuhan aset sebagai hak
milik nasabah.
. Masyarakat

Masyarakat sebaiknya secara proaktif meningkatkan
literasi instrumen investasi emas, khususnya dalam
memahami perbedaan mekanisme simpanan allocated
account dan unallocated account untuk mengidentifikasi
profil risiko serta memanfaatkan layanan secara tepat.
Sejalan dengan itu, nasabah perlu melakukan
transformasi prespektif tentang investasi emas dengan
menggeser persepsi penyimpanan emas dari sekadar aset
statis lindung nilai menjadi instrumen keuangan
produktif yang likuid melalui lembaga jasa keuangan
formal. Dalam pelaksanaannya, masyarakat diharapkan
memaksimalkan pemanfaatan layanan syariah yang
berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 166/DSN-
MUI/II/2026  Tentang Kegiatan Usaha Bulion
Berdasarkan Prinsip Syariah, untuk memastikan setiap
transaksi emas digital tetap menjaga prinsip yadan bi
yadin dan gabdh hukmi/haqigi serta terhindar dari
praktik riba maupun spekulasi.
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